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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Cyber
Crime Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di
Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”. Tindak
Pidana Cyber Crime sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Pokok permasalahan
pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Upaya Pembuktian dalam tindak pidana
pembobolan server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di Palembang dalam
putusan nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg . 2. Bagaimana Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Tindak Pidana Cyber Crime Pembobolan Server PT. Indomarco
Prismatama (Indomaret) (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg). Tindak Pidana Cyber Crime sendiri merupakan
perbuatan tindak pidana yang menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan atau
target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupan datanya. Pertanggungjawaban
Pidana merupakan kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung
konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang
merugikan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa melakukan pembobolan server
merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan
adanya upaya pembuktian dalam persidangan dapat memberikan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku guna memberantas kejahatan Cyber
Crime yaitu pembobolan server.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Cyber Crime, Pertanggungjawaban Pidana,
Pembobolan server, Pembuktian.
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Disetujui oleh:

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

Z75

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H..M.H

NIP : 19680221199512101



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai
pidana. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, bahwa hukum pidana
substantif/materiel merupakan hukum mengenai delik yang diancam dengan
hukum pidana. Hukum pidana sendiri pertama digunakan untuk merujuk pada
keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat
negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai
pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat
diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang
berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum
pidana tersebut mencakup:!

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ
yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman
pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat
didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.

3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu

menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.>

L Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tanggerang Selatan:
PT. Nusantara Persada Utama), him. 1.
2 |bid.



Kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-
undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Kejahatan
merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola
tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Internet ialah media informasi yang sangat besar manfaatnya bagi
perkembangan pengetahuan, semua data baik berbentuk gambar maupun uraian
sangat banyak tersedia di internet.* Perkembangan teknologi mengalami
kemajuan sangat pesat yang mana perkembangan teknologi dapat memberikan
kesejahteraan dan kemajuan bagi perkembangan manusia sekarang.
Perkembangan teknologi ini dapat mendorong sektor-sektor bisnis yang mana
sekarang dalam sector bisnis dapat melakukan transaksi melalui via internet atau
biasa disebut e banking.

Perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan tidak hanya
memberikan dampak yang positif saja akan tetapi memberikan dampak negatif
juga yang mana dapat membuat ruang bagi pelaku tindak pidana kejahatan
dengan menggunakan sarana teknologi komputer ini menjadi alat untuk
melakukan tindak pidana atau yang biasa di sebut cybercrime.

Cybercrime di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, sebagaimana telah diubah

menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

3 Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),
(Bandung: PT Refika Aditama), him. 37.

4 Eko Febriansyah dkk, 2021, Penggunaan Internet Sebagai Sumber Informasi Bagi
Masyarakat Kepada Yayasan Baitul Yatim H. Caong, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika,
Vol. 2, No. 3, him. 563 — 5686, file:///C:/Users/Acer/Downloads/16050-41437-1-PB.pdf, diakses 12
Agustus 2022, Pukul 21.00 WIB.




Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi
Elektronik. Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, Cybercrime
merupakan perbuatan tindak pidana dengan menggunakan komputer atau alat
komunikasi guna mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain.®

Cybercrime memiliki beberapa aspek dalam perbuatan tindak pindananya
ialah kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (cyber without violence) dan
kejahatan yang mengandung kekerasan (cybercrime with violence).® Salah satu
kejahatan Cybercrime ialah illegal access, Illegal access didefinisikan sebagai
suatu kejahatan yang terjadi pada suatu sistem jaringan komputer yang
dilaksanakan dengan menggunakan cara illegal, tanpa izin (tanpa
sepengetahuan) pihak pemilik dari sistem jaringan komputer yang dimasuki dan
merugikan orang lain.’

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kejadian pembobolan server yaitu
pembobolan server tiket.com dan server citilink yang mana kejadian ini terjadi
pada 2016 dan mengalami kerugian sebesar Rp 4.124.000.982 atau sekitar 4
milyar.®2 Kasus lainnya mengenai pembobolan server ini juga dialami oleh
pemiliki agen pulsa di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Kasus ini terjadi pada

tahun 2020 yang mana kasus tersebut terjadi pada Duta Pulsa Pelaihari dan

5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843).

& Andi Hamzah, 2005, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta : Sinar Grafika),
him. 30.

" Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, (Jakarta:Kharisma Putra
Utama), him. 51.

8 Nograhany Widhi, 2017, Kasus Pembobolan Situs Tiket Online, Ini Penjelasan Citilink,
https://news.detik.com/berita/d-3460864/kasus-pembobolan-situs-tiket-online-ini-penjelasan-
citilink, diakses 7 Oktober 2022, Pukul 17.50 WIB.



pelaku berhasil memperoleh keuntungan 205 juta.®

Kasus yang diambil dalam penelitian ini terjadi di Palembang, kejadian ini
terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2019. Kejadian ini bermula saat
terdakwa melakukan akses jaringan sistem elektronik yaitu jaringan (Wi-Fi)
milik toko Indomaret yang berada di JIn.Rajawali Kel.9 Ilir Kec.llir Timur 2,
Palembang, guna dapat mengakses sistem elektronik toko Indomaret tersebut
terdakwa melakukan port scanning dengan tujuan mencari kelemahan dari suatu
sistem yang terpasang pada suatu komputer dan Telnet. Terdakwa juga
menggunakan aplikasi Nmap (Network Mapper) yang bertujuan untuk
mengaudit jaringan dan melihat host yang aktif dan port yang terbuka dan
menggunakan 3 software security yaitu Metasploit.*°

Metasploit merupakan software security untuk menguji coba ketahanan
suatu sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan software suatu sistem
untuk mendapatkan remote shell command prompt (perintah eksekusi jarak jauh
antara dua jaringan komputer) yang mana atas kegiatan tersebut diperolehlah
hasil berupa scanning port telnet (23) dan FTP (File Transfer Protocol/Internet
Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu
atau komputer.!

Dalam hal ini user dapat mengirimkan file ke komputer yang digunakan

untuk melakukan penukaran data) dengan port (21) dan SMB (Server Message

® Muhammad Risanta, 2020, Bobol Server Distributor Pulsa, 2 Hacker Asal Jateng Diciduk
Polda Kalsel, https://news.detik.com/berita/d-5252310/bobol-server-distributor-pulsa-2-hacker-
asal-jateng-diciduk-polda-kalsel, diakses 7 Oktober 2022, Pukul 17.55 WIB.

10 pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/Pn.Plg, him. 8.

1 Ibid, him. 9.



Block/ protokol server yang ditujukan sebagai layanan untuk berbagi berkas
didalam sebuah jaringan) dengan port (445) dan untuk alamat IP (Internet
Protocol Addres) 192.168.34.0/24 dengan menggunakan Nmap windows,
kemudian menggunakan aplikasi Nmap (Network Mapper) dengan port 445
untuk mendapatkan remote shell command prompt dari ip address yang terbuka
port-nya. 2

Terdakwa menambahkan user baru dan password baru di komputer yang
port-nya terbuka, dengan menggunakan net user. Setelah ada user baru, maka
terdakwa menambahkan user baru tersebut di grup administrator. User baru
yang berada di grup administrator kemudian terdakwa gunakan untuk masuk
melalui telnet yang mana setelah masuk dengan menggunakan telnet, terdakwa
melakukan pencarian file di setiap direktori dengan menggunakan perintah : dir
(spasi) /a (spasi) /s (spasi) /p (spasi) *.exe , yang hasilnya adalah semua file atau
program yang memiliki ekstensi .exe kemudian terdakwa akan memilih
program-program yang hendak diambil dan kemudian terdakwa transfer ke
Laptop merk Samsung terdakwa mengambil program dengan nama
monitoringtokovb.exe. 13

Program tersebut memiliki bentuk GUI (Graphic User Interface) kemudian
terdakwa membuka program tersebut dengan menggunakan Net Reflector untuk
melihat source code program tersebut. Setelah terdakwa melihat isi source code

kemudian terdakwa memperoleh username dan password yang masih dalam

12 1bid..
13 1bid.



bentuk enkripsi (metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian
rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa di
dekripsi terlebih dahulu). *

Terdakwa kemudian melakukan scan ip address dengan menggunakan
software nmap (basis windows) dan npcap, serta menggunakan command
prompt untuk eksekusi perintah. Perintah yang Terdakwa gunakan : nmap (spasi)
—p (spasi) 3306 (spasi) 192.168.2.0/24 perintah tersebut adalah perintah
menggunakan nmap untuk membuka port (-p) 3306 yang merupakan port mySql
di range ip address subnet 192.168.2.0/24. Hasil dari perintah tersebut adalah
kumpulan ip address dengan port yang terbuka maupun yang tertutup. Ip
Address yang port-nya terbuka kemudian akan dicoba untuk diakses dengan
menggunakan username password yang telah di decrypt dan dapat di baca
sebagai teks. Setelah terhubung, yang tampak adalah table database.

Terdakwa kemudian membuat tiga script untuk Unipin, Google Play dan
Payment Point. Respon dari webservice tersebut adalah data json yang mana
terdakwa juga gunakan key toko dan key imsi yang diperoleh dari database yang
tersimpan di 192.168.2.178. Key Toko dan Key IMSI Terdakwa. Kemudian
terdakwa masukkan ke dalam script dan dengan ini Terdakwa bisa mem-by pass
dongle (sebuah tindakan melewati pengamanan pada sebuah software yang
menyimpan kode registrasi untuk mengotentikasi sebuah software). Kemudian

data kode voucher Unipin Terdakwa masukkan ke akun Unipin yang kemudian

% 1bid, him. 10.
15 1bid.



terdakwa jadikan voucher game lyto dan kode voucher Google Play yang di
masukkan ke akun gmail terdakwa.®

Terdakwa kemudian mengisikan kode voucher ke dalam masing-masing
akun google terdakwa lainnya. Ketika terdakwa sudah mendapatkan kode
voucher dimaksud, selanjutnya memasukan kode tersebut ke akun email google
yang sudah disiapkan oleh terdakwa yang selanjutnya meminta bantuan kepada
saksi Levianus Wijaya dan saksi Bayu Pamungkas untuk me-redeem (proses
untuk menginput sebuah kode voucher tertentu pada sebuah sistem yang
berhubungan untuk mendapatkan nilai yang terdapat pada voucher tersebut
sehingga dapat digunakan sebagai mata uang pada sistem tersebut).t’

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan dan di sampaikan di atas,
maka dari itu menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA CYBER CRIME PEMBOBOLAN SERVER PT. INDOMARCO
PRISMATAMA (INDOMARET) DI PALEMBANG (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1228/PID.SUS/2019/PN.PLG).”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

18 Ibid, him. 11.
17 1bid.



1. Bagaimana upaya pembuktian dalam tindak pidana pembobolan server
PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di Palembang dalam putusan
nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
cybercrime pembobolan server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret)
di Palembang dalam putusan nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pembuktian dalam tindak
pidana pembobolan server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) di
Palembang dalam putusan nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.PlIg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana cybercrime pembobolan server PT.
Indomarco Prismatama (Indomaret) di Palembang dalam putusan
nomor 1228/Pid.Sus/2019/Pn.Plg.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan
dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis, Dapat memperoleh pengetahuan bagi penulis
dan diharapkan memberikan sebuah pemikiran dalam pengembangan
ilmu hukum terutama pada bidang hukum pidana khususnya dalam

perkara tindak pidana cybercrime yaitu pembobolan server.



2. Manfaat secara praktis, Diharapkan memberikan informasi yang
berguna dan dapat menjadi sumber bagi masyrakat Indonesia
khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana
bagi pelaku tindak pidana cybercrime yaitu pembobolan server.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitan ini di batasi guna menghindari penyimpangan
dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini hanya
membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana
cybercrime pembobolan server sesuai dengan ketentuan Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Trasnsaksi Elektronik.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam teori pembuktian, suatu penjatuhan pidana terhadap seorang
terdakwa wajib agar memenuhi syarat mutlak, yang diantaranya yakni alat
bukti yang cukup dan keyakinan hakim.!® R. Soesilo mengatakan bahwa

ada empat macam sistem atau teori pembuktian, yaitu:
a. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang positif

(positief wettelijke bewijs theorie).

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung

pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam

18 M. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP,
(Jakarta: Sinar Grafika), him. 273.
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Undang-Undang. Dalam hal ini suatu undang-undang telah
menentukan terkait terdapatnya suatu alat-alat bukti yang bisa
digunakan oleh hakim, terkait penggunaan kekuatan alat bukti
tersebut tentunya hakim wajib untuk memutuskan apakah terbukti
atau tidak terbuktinya suatu perkara yang dalam diadili. Sehingga
dapat dikatakan bahwasanya apabila suatu alat bukti tersebut
dipakai berdasarkan atas undang-undang maka hakim harus dapat
menentukan terdakwa apakah bersalah meskipun hakim
mempunyai suatu keyakinan bahwa terdakwa tersebut tidak
bersalah.®

b. Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka
(conviction intime).

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim,
hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka
dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem
Conviction Intime, kesalahan terdakwa bergantung kepada
keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu
peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa
subjektifnya.?

c. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif

(negatief wettelijke bewijs theorie).

19 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya
Bakti), him. 190.

20 Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan
Pembaharuan di Indonesia), (Malang: Setara Press), him. 171
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Pada umumnya, suatu sistem pembuktian yang didasarkan
atas Undang-Undang secara negatif menentukan bahwa hakim
hanya boleh menjatuhkan pidana terkait dengan terdakwa jika
alat bukti tersebut dengan cara limitatif dapat ditentukan oleh
undang-undang dan mendapat suatu dukungan dari adanya
keyakinan hakim terkait eksistensinya alat-alat bukti tersebut.
Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak
yakin tentang kesalahan terdakwa, oleh karena itu dapat untuk

diputus bebas.?*

. Sistem Pembuktian Bebas

Berdasarkan atas sistem pembuktian bebas, bahwa Undang-
Undang tidak dapat ditentukan atas peraturan seperti sistem
pembuktian yang wajib ditaati oleh hakim, system ini
menganggap atau mengakui juga terdapatnya suatu alat-alat bukti
tertentu, namun alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam Undang-
Undang seperti system pembuktian yang berdasarkan atas
Undang-Undang yang positif dan system pembuktian menurut
Undang-Undang yang negatif.??

Dalam menentukan terkait macam-macam dan banyaknya
alat-alat bukti yang dipandang cukup guna menentukan kesalahan

terdakwa, hakim memiliki suatu keleluasaan yang penuh dan

21 bid.
22 1pid.
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bebas menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat
kepadanya ialah diantaranya bahwa dalam keputusannya ia wajib
untuk menyebutkan terkait alasan-alasan yang dimaksud.
Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 184 Ayat 1 Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Alat bukti
yang sah adalah sebagai berikut:
a) Keterangan sakasi;
b) Keterangan ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan terdakwa.
2. Teori PertanggungJawaban Pidana
Dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan, dimana kesalahan
yang dimaksud dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Hal ini
menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan
seseorang, terdapat didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti
tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana,
maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana,
sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur

tindak pidana.?*

23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
3209)

24 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan
dan Penerapan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), him. 11.
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Dasar adanya tindak pidana ialah asas legalitas, dapat dipidananya
seseorang harus memiliki dasar yaitu asas kesalahan. Tindak pidana hanya
akan berlaku bagi seseorang yang melakukan atau memiliki kesalahan.
Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung jawaban seseorang
yang melakukan tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya
pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai  suatu  beban
pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak
pidana berkaitan dengan dasar guna menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang
akan mempunyai suatu sifat pertanggungjawaban pidana jika suatu
hal/perbuatan yang dilaksanakan olehnya mempunyai sifat melawan
hukum, akan tetapi seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya
jika didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang dapat muncul sebab
hilangnya atas suatu kemampuan bertanggungjawab seseorang.?

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya tidak ada yang
mengatur kemampuan bertanggung jawab melainkan kebalikannya yaitu
ketidakmampuan bertanggung jawab yang di atur pada pasal 44 KUHP
yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di
pertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau
terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”?® Terdapat beberapa syarat
yang harus di penuhi supaya seseorang dapat memiliki aspek

pertanggungjawaban pidana, meliputi:

25 Ibid, hlm. 21.
26 Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika), him. 260.
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1. Terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan seseorang;

2. Terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian;

3. Adanya seseorang yang mampu bertanggungjawab;

4. Tidak adanya alasan pemaaf.
G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana utama dalam perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Penelitian memiliki tujuan yaitu untuk
mengutarakan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.?” Maka

metode penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah
metode penelitian yuridis atau normatif. Penelitian yuridis normatif
diartikan sebagai suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan
menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar
untuk di teliti dengan menggunakan cara mengadakan analisis terkait
suatu peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan suatu

masalah yang akan di teliti.?®

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan studi
putusan hakim yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah

kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim yang bersifat inkracht

27 Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), him. 17.
28 Sperjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers), him. 13-14.



15

dengan kata lain telah berkekuatan hukum tetap yang mana memiliki
hubungan dengan sesuai isu hukum yang sedang di teliti.?°

Tidak hanya itu penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan
undang-undang (Statute Approaach). Pendekatan ini di lakukan dengan
cara menelaah lebih dalam mengenai undang-undang ataupun

peraturan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.%

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum
a. Jenis bahan Hukum
Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah bahan hukum skunder. Bahan hukum sekunder ialah
bahan hukum yang di peroleh dari studi literature seperti
dokumen-dokumen, buku-buku, dan sebagainya.>!
b. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang di peroleh dengan menggunakan
penelitian kepustakaan yang mana penulisan ini menggunakan
teknik pengumpulan data yang di dapatkan dari bahan hukum
yang tertulis.
Data sekunder dapat di kelompokkan menjadi 3 jenis, meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

29 peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group), him. 93.

%0 Soerjono dan Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta),
him. 56.

81 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him. 116.
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
bersifat autoritatif yang mana artinya mempunyai otoritas.
Bahan hukum ini terdiri dari catatan resmi perundang-
undangan serta risalah dalam pembuatan perundang-
undangan serta putusan putusan hakim. Dalam penulisan
skripsi ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek
yang akan di teliti ialah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1660).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843).
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5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 59520).
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1228/Pid.Sus/2019/Pn Plg.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak
mengikat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer yang di dapat dari pendapat para ahli. Bahan hukum
sekunder seperti contohnya buku, jurnal-jurnal, media
elektronik, karya ilmiah, dan sebagainya.®?
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum
pelengkap pada penulisan skripsi ini seperti contohnya
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indeks Kumulatif,

Ensiklopedia, dan sebagainya.

32 Soerjono dan Abdurahman, Op.Cit, him.29.
33 Ibid.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini ialah menggunakan teknik penelitian kepustakaan
atau sering di sebut dengan studi literature. Studi literature ini
merupakan pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis
menggunakan cara analisis konten dengan mengambil dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.3* Data
yang di dapatkan bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, hasil penelitian, publikasi, dan dokumen resmi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dari seluruh bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan
dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan
peneliti menjelaskan serta memaparkan secara keseluruhan bahan
hukum yang telah di dapatkan dari studi literatur yang berhubungan
dengan skripsi yang di angkat secara jelas dan terperinci yang mana
pada akhirnya akan dilakukan analisis untuk memecahkan
permasalahan yang sedang dilakukan penelitian tersebut.*®
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini dilakukan secara

dedukatif yaitu teknik penarikan kesimpulan yang di awali dari

34 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him. 21.
% Zainudin Ali, Op. Cit, him. 152.
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pernyataan yang bersifat umum kemudian akan di tarik menuju ke

pernyataan yang khusus menggunakan pikiran yang rasional.
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